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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Sepanjang sejarah umat manusia di belahan dunia manapun, hukuman 

sudah dikenal bahkan selalu menjadi kekuatan serta dikedepankan untuk 

memberantas kejahatan. Berbagai alasan sering diungkapkan bahwa hukuman 

memberi rasa sakit bagi pelaku, bahkan membuat orang lain takut melakukan 

kejahatan.1 Pelaku yang melakukan tindak pidana dikarenakan melanggar hukum 

positif,  hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama hukum pidana menjadi 

komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tenteram dan damai. 

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga 

Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.  

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam 

undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang 

sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya 

penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai 

ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, artinya undang-

undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan 

hukum. 2  Ancaman/sanksi dari suatu perbuatan pidana merupakan pembelajaran 

bagi pelaku. 

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu 

perbuatan pidana.3 Salah satu tindak kejahatan yang dimaksud ialah tindakan 

penganiayaan. Tindakan penganiayaan dapat di lihat dari berbagai sumber menjadi 

                                                      
1  Panjaitan, Petrus Irwan, 2022, Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Indonesia suatu sumbangan 

hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, UKI Press, Jakarta, hlm 243. 
2  Rinaldi, Kasmanto, 2022, Dinamika Kejahatannya dan Pencegahannya (potret beberapa kasus 

kejahatan di Provinsi Riau, Ahlimedia Book, Jawa Timur, Hlm. 71.  
3  P.A.F. Lamintang, 2002, Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, hlm. 16.  
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suatu pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang 

terkontrol baik, itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh 

lingkungan pergaulan yang kurang baik ataupun terjadi karena perselisihan baik 

secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat 

mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.  

Penganiayaan yang dimaksud dinamakan penganiayaan biasa. 

Penganiayaan biasa dapat dikenakan hukuman lebih berat apabila penganiayaan 

biasa tersebut berakibat luka berat atau mati.4 Penganiayaan juga merupakan salah 

satu fenomena yang susah dihindari di dalam kehidupan manusia. Berbagai 

tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan serta kekerasan fisik 

lainnya kerap kali menyebabkan luka pada bagian badan atau anggota badan 

korban, juga dapat membuat korban dapat jadi cacat seumur hidup atau bahkan 

korban meninggal. 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana disebut penganiayaan. Terbentuknya penganiayaan tentang 

kejahatan terhadap tubuh manusia, dapat ditujukan bagi perlindungan kepentingan 

hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau 

bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka 

yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.5 Demikian tindak 

pidana penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa Yanmar Dudung alias Ian 

terhadap korban Emil Salim, yakni menusuk dada korban Emil Salim  

menggunakan senjata tajam jenis badik.  

Tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Yanmar Dudung alias 

Ian membawa terdakwa masuk ke dalam jeratan hukum, sesuai dengan Ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan perkara yang telah di 

                                                      
4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal, 1995, Politeia, Bogor, hlm 245.  
5 Zidan, M. Ali, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 96.   
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tetapkan oleh Majelis Hakim, terdakwa Yanmar Dudung alias Ian dikenakan pidana 

1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.  

Tempat terjadinya kronologis terjadinya tindak penganiayaan tersebut 

berada di Palopo, Sulawesi Selatan. Terdakwa Yanmar Dudung alias Ian 

melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Emil Salim di tempat 

bengkel korban dengan menusuk korban di bagian dada menggunakan satu senjata 

tajam jenis badik sebanyak satu kali.  

Korban juga mendapatkan beberapa luka yang dapat dilihat dari visum, 

dikarenakan terjadinya rebutan senjata tajam berjenis badik yang dimana pada saat 

itu Emil Salim berusaha mengambil senjata tajam tersebut dari tangan Yanmar 

Dudung alias Ian, sebelum Yanmar Dudung melarikan diri melalui pintu depan 

menggunakan sepeda motor. Lalu Emil Salim berusaha mengejar Yanmar Dudung 

alias Ian dengan menggunakan batang sapu hingga Yanmar Dudung alias Ian 

terjatuh. 

Ketentuan Pasal 351 Ayat (2) mengandung unsur penganiayaan berat, yang 

dimana sesuai dengan kronologis yang didapatkan Emil Samil sebagai korban 

penganiayaan berat mengalami luka jahitan, luka dibagian dada karena tusukan 

benda badik. Pelaku seharusnya ( das sollen) dikenakan penganiayaan berat, namun 

pada kenyataannya Majelis Hakim menerapkan hukum terhadap Yanmar Dudung 

alias Ian merujuk pada ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Sebelum Majelis hakim memutus dan menerapkan hukum pada pasal 

tersebut terhadap Yanmar Dudung alias Ian, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan 

hukum terhadap Yanmar Dudung alias Ian pada ketentuan Pasal 351 Ayat (2), yang 

dimana penerapan hukum tersebut sesuai dengan kronologis.  

 Setelah mendapat tindak pidana penganiayaan dari terdakwa Yanamar 

Dudung alias Ian, korban dirawat di Rumah Sakit Umum Sawerigading Kota 

Palopo selama empat malam dan di Masamba selama 1 (satu) minggu. Tindakan 

yang dilakukan oleh Yanmar Dudung alias Ian terhadap korban Emil Salim 

termasuk ke dalam tindak pidana yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana. Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palopo, 

Majelis Hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan 

oleh Yanmar Dudung alias Ian termasuk ke dalam kententuan Pasal 351 Ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung delik penganiayaan 

ringan.  

Namun, pada kenyataanya (das sein) putusan yang diberikan oleh Majelis 

Hakim tidak termasuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan yang ringan sebab 

akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa mengakibatkan luka tusukan di dada serta 

beberapa anggota badan yg terluka dan mendapat jahitan sebab akibat rebutan 

senjata tajam jenis badik yang berada di tangan Yanmar Dudung alias Ian setelah 

terjadinya penusukan yang dilakukan terhadap Emil Salim.  

Delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan 

orang lain baik secara fisik dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

Tidak hanya itu, penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat atau 

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain harus dipandang sebagai suatu 

perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut 

untuk mendapatkan keadilan.6 

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan 

dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang memiliki 

konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Dapat dilihat dari ketentuan pidana 

yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan ketentuan pasal 358, 

seharusnya Yanmar Dudung alias Ian diterapkan pada ketentuan Pasal 351 Ayat (2) 

yang berisi “jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

terancam dengan pidana paling lama lima tahun.” 

Penelitian terdahulu pertama yang penulis ambil diteliti oleh Andi Sitti 

Adawiyah Nurjayadi tahun 2017, dengan judul skripsi Analisis Yuridis Terhadap 

                                                      
6
 Said, Buchari, 2009, Hukum Pidana Materil, FH UNPAS, Bandung, hlm 67 
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Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.744/ 

Pid.B/ 2013/ PN.Mks.). Rumusan masalah yang dikemukakan oleh Andi Sitti 

Adiwiyah Nurjayadi ialah bagaimanakah penerapan  hukum  pidana materiil 

terhadap  delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus No. 

744/Pid.B/2013/PN.Mks? dan bagaimanakah pertimbangan  hukum  hakim  dalam  

menjatuhkan pidana putusan perkara pidana No. 744/Pid.B/2013/PN.Mks? 

Penelitian terdahulu kedua yang penulis ambil diteliti oleh Mubayyinudin, 

dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 

yang Mengakibatkan Orang Lain Menderita Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 

370/Pid.B/2020/ PN. Jkt.Utr). Rumusan masalah yang dikemukakan oleh 

Mubayyinudin ialah bagaimana Vonis Hakim dalam Putusan Nomor 

372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr terhadap ketentuan pengaturan tindak pidana 

penganiayaan berencana di Indonesia dan bagaimana penerapan Asas Equality 

Before the law dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr kasus 

penganiayaan Novel Baswedan. 

Uraian tersebut mendasari pengkajian lebih jauh tentang tuntuk membuat 

skripsi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan yang 

Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo 

No. 237/Pid.B/2016/PN Plp). 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana hakim menganalisis unsur Pasal 351 Ayat (1) dalam putusan nomor 

237/Pid.B/2016/PN.Plp? 

2. Bagaimana Penerapan Hukum dan pasal berapa yang harus diterapkan hakim 

dalam putusan nomor 237/Pid.B/2016/PN.Plp? 
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C.  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum dalam bidang 

hukum pidana dengan fokus mengenai putusan majelis hakim dalam penerapan 

hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sesuai dengan studi kasus.  

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  

1. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan 

penerapan hukum dalam tindak pidana penganiayaan. 

2.  Tujuan Penelitian : 

a) Untuk mengetahui dan membahas mengapa Hakim menerapkan 

ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana yang 

mengakibatkan luka dalam putusan perkara Pengadilan Palopo No. 

237/Pid.B/2016/PN Plp? 

b) Untuk mengetahui dan membahas Pasal berapa seharusnya diterpkan 

oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan dalam 

putusan perkara Pengadilan Negeri Palopo No. 237/Pid.B/2016/PN 

Plp? 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

yang digunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena 

permasalahannya yang dibahas mengenai analisis penerapan hukum dalam 

tindak pidana penganiayaan, maka dibawa ini dikemukakan beberapa teori. 

7Adapun teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah : 

                                                      
7 Mardalis, Metode Penelitian, 2004, Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 

28. 
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a. Teori Sebab Akibat 

Pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mencakup 

pergerakan yang manusia lakukan, perbuatan dalam pengertian hukum 

pidana memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus lebih sempit.8 Dikatakan 

lebih luas dikarenakan dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, syarat 

yang dibutuhkan bagi terjadinya perbuatan dalam hukum pidana tidak 

hanya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana dipahami dalam 

pengertian perbuatan sehari-hari melainkan juga meliputi perbuatan aktif 

(komisi) dan perbuatan pasif (omisi). Dikatakan lebih sempit karena tidak 

semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum pidana. Bagi 

hukum pidana, perbuatan dinilai memiliki makna jika perbuatan tersebut 

memenuhi unsur adanya kelakuan dan akibat yang timbul dari kelakuan. 

Ahli hukum pidana mengartikan kelakuan sebagai gerakan tubuh yang 

dikehendaki. Perbuatan memiliki dua aspek, aspek publik dan aspek privat. 

Aspek publik meliputi perbuatan yang mengandung gerakan tubuh (bodily 

movement). Sedangkan aspek privat meliputi mental yang terkandung 

dalam perbuatan antara perbuatan akibat yang ditimbulkan.9 

Moeljatno berpendapat “bahwa penentuan hubungan kausal harus 

didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam 

hubungan kausal.” Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan 

perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, 

keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya 

                                                      
8 Arief, Barda Nawawi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta hlm. 41. 
9 Amiruddin, 2015, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 

120. 
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kausalitas, dimana keadaan tersebut  hanya dapat ditentukan setelah 

akibatnya terjadi. 10 

b. Teori Keadilan 

Keadilan dan hukum adalah dua makna yang saling berhubungan, 

adanya hukum adalah dalam rangka menuju kepada keadilan dan esensi dari 

keadilan itu merupakan dari cita-cita hukum. Sehingga antara hukum dan 

keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, walaupun dalam 

kenyataannya tujuan hukum belum tentu keadilan. Teori yang mengkaji dan 

menganilisis tentang keadilan dari sejak Ariestoteles sampai pada saat ini, 

disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa inggris 

disebut dengan theory of justice, sedangkan dalam bahasa belanda disebut 

dengan theorie van rechtvaardigheid terdiri dari dua kata, yaitu Teori dan 

Keadilan.11 Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, 

disebut justice, bahasa Belanda disebut dengan rechtvaardig. Adil diartikan 

dapat diterima secara objektif.  

2. Kerangka Konsep 

a. Senjata Tajam  

Membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah 

diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam UU Darurat 

tersebut, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan 

rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang, diperbolehkan untuk digunakan di 

kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membawa senjata tajam dapat 

dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika senjata tajam 

                                                      
10Van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum, Terjemahan Hasnan, 

Bina Cipta, Bandung, hlm. 52 
11Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Jilid 5, 

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241. 
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tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh 

undang-undang. 

b. Penganiayaan  

Adapun pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. KUHP tidak 

menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan 

mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, 

penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya 

yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu 

sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang 

menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.12  

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan 

metode sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Untuk menjawab permasalahan yang ditelitih penulis, maka metode 

penelitian secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini 

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

 

                                                      
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia  
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2. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Penelitian yang 

dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang (statute 

approach) dan pendekatan kasus dimana disesuaikan dengan pembahasan 

permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu:  

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan  

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.
 
 

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian yuridis normatif 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus 

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi 

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus 

yang telah terjadi bermakna normatif. 

c. Pendekatan Analisis 

Pendekatan Analisi dilakukan untuk menelaah penerapan hukum dalam 

tindak pidana penganiayaan dengan putusan yang diberikan majelis hakim 

pada kasus perkara di Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor Perkara 

237/Pid.B/2016/PN Plp.  

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan 

mengadakan penelitian berupa:  

a. Bahan Hukum Primer  

Merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber/informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai 

penerapan hukum dalam tindak pidana penganiayaan. Untuk penulisan 

skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang 
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ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Palopo. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang 

dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari : 

a) KUHP Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan ringan 

b) KUHP Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan mengakibatkan luka 

berat 

c) Putusan Hakim No. 237/Pid.B/2016/PN Plp, Yanmar Dudung alias 

Ian 

c. Bahan Hukum Tersier 

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal 

dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan 

internet. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan 

studi dokumen (studi kepustakaan). Studi Kepustakaan atau Library Research 

merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 

perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, 

artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

diteliti.  

5. Analisis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif 

atau pengelolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu 

hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih 

khusus. 
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G. Sistematika Penulisan  

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenal Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II:  Tinjauan Kepustakaan  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian tentang 

penganiayaan, pengertian tindak pidana penganiayaan, pengertian 

tindak pidana, unsur-unsur penganiayan, pengertian pertimbangan 

hakim, dan dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan sanksi tindak 

pidana 

BAB III:  Hasil Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hukum 

Terhadap Perkara Putusan Nomor 237/Pid.B/2016/PN.Plp 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitan terhadap perkara 

putusan nomor 237/Pid.B/2016/PN.Plp, dengan membahas apa yang 

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana pada 

putusan nomor 237/Pid.B/2016/PN.Plp  

BAB IV:  Hasil Penelitian Penerapan Hukum Yang Seharusnya Hakim 

Terapkan Terhadap Perkara Putusan Nomor 

237/Pid.B/2016/PN.Plp 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan penerapan hukum apa yang 

seharusnya diputus oleh Hakim dalam perkara pidana nomor 

237/Pid.B/2016/PN.Plp 

BAB V:  Penutup  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran 

penulis. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan dari rumusan 

masalah I dan II, dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang 

penulis bahas.  


